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Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus berhati-hati agar terhindar dari
perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri dan PPAT lain, seperti dalam pembuatan
Akta Jual Beli (AJB) yang berdasarkan perjanjian hutang piutang didasarkan surat kuasa mutlak
sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 69/Pdt.G/2018/PN Bna. PPAT seharusnya paham
bahwa surat kuasa mutlak tidak diperkenankan pada proses pemberian hak atas tanah sesuai dengan
ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d PP Nomor 24
tahun 1997 agar mencegah akta yang dibuatnya batal demi hukum, dan tidak merugikan pihak terkait
ataupun PPAT lain. Persoalan mengenai bagaimana tanggung jawab PPAT atas perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan berdasarkan kuasa mutlak dan perlindungan PPAT Y yang terlibat atas AJB yang
sebelumnya dibuat berdasarkan kuasa mutlak dihadapan PPAT lain menjadi dasar pembahasan penelitian
ini. Guna mendapat jawaban atas kedua persoal an tersebut, sehingga metode penelitian yuridis normatif
dilakukan melalui studi dokumen (kepustakaan). Adapun tipologi penelitian ini adalah eksplanatoris. Data
sekunder didapat dari studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa
PPAT IR terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dapat dimintakan pertanggung jawaban
perdata dan administratif, sesmentara PPAT Y tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.
Perlindungan bagi PPAT Y dapat dilakukan setelah pemanggilan oleh Majelis Kehormatan Daerah untuk
memberikan keterangan sesuai dalam Pasal 9 Kode Etik IPPAT.

...... Land Deed Making Officials (PPAT) in carrying out their positions must be careful to avoid unlawful
acts that can harm themselves and other PPATS, such asin the making of a Sale and Purchase Deed (AJB)
which is based on a debt agreement based on an absolute power of attorney as stated in the Decision.
District Court Number 69/Pdt.G/2018/PN Bna. PPAT should understand that absolute power of attorney is
not allowed in the process of transferring land rights in accordance with the provisions of the Instruction of
the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 and Article 39 paragraph (1) letter d of PP Number 24 of
1997 in order to prevent the deed he madeis null and void, and does not harm related parties or other
PPATSs. Theissue of how PPAT isresponsible for unlawful acts committed based on absolute power and
protection of PPAT Y involved in AJB which was previously made based on absolute power before other
PPATsisthe basis for the discussion of thisresearch. In order to get answers to these two problems, so that
the normative juridical research method is carried out through document studies (library). The typology of
this research is explanatory. Secondary data obtained from the study of documents which were analyzed
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gualitatively. Based on the results of the analysis, PPAT IR is proven to have violated the law, and can be
asked for civil and administrative responsibility, while PPAT Y is not proven to have violated the law.
Protection for PPAT Y can be carried out after being summoned by the Regional Honorary Council to
provide information in accordance with Article 9 of the IPPAT Code of Ethics.



